
CROSS CUTTING DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

perijianan 

Meningkatnyanya kualitas 

perencanaaan kinerja 

Tersedianya sarana dan 

prasarana pelayanan 

Meningkatnya 

Kompetensi Pegawai 

Pelayanan 

Meningkatnya kinerja 

pelayanan 

Tersedianya dokumen 
perencanaan kinerja 

Tersedianya laporan 

capaian kinerja 

Tersedianya peralatan 

kantor yang baik dan 
berfungsi 

Tersedianya peralatan 

gedung kantor yang 
baik dan berfungsi 

 
Terbayarnya jasa 

kantor tepat waktu 

Terlaksanya 

oprasional kantor 

dengan baik 

Terbayaranya gaji 

dan tunjangan 

insentif  pegawai 

tepat waktu 

Terlaksanya bimtek 

peningkatan 

kompetensi pegawai 

Meningkatnya jumlah 

ijin yang diproses 

tepat waktu 

Meningkatnya jumlah 
usaha yang berijin 

Meningkatnya 

penanganan 

pengaduan dan 

konsultasi perijijanan 

Meningkatnya Kulaitas 

Perencanaan  Peneneman 

Modal 

Menigkatnya Promosi 

Penanaman Modal 

Menigkatnya Pembinaaan 

Pengendalian Dan Pengelolaan 

penanaman  modal 

 

Meningkatnya Iklim Investasi 

Tersedianya dokumen 

peta potensi investasi 

Tersedinya rencana 

umum penanaman 

modal 

 
Tersedinya regulasi  

kemudahan 

berinvestasi 

 

Partisipasi pada event 

promosi investasi baik 

dalam maupun luar kota 

 
Penyelenggaraan event 

bisnis/ investasi 

Partisipasi pengiriman 

duta investasi 

Sosialisasi penanaman 

modal kepada pelaku usaha 

Asistensi pelaporan LKPM 

kepada pelaku usaha 

Pelaksanaan monitoring 

pelaksaanaan penanaman 

modal kepada pelaku usaha 

Meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja 

Meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang 

produktif 

Meningkatnya Jumlah 

Pencari Kerja yang 

ditempatkan 

 

Meningkatnya 

perlindungan tenaga 

kerja 

Meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi 

 

Malaksanakan 

pelatihan berbasis 

kompensi 

Memberikan 

pelayanan 

penempatan tenaga 

kerja 

Memberikan 

pelayanan kartu kerja 

(AK 1) 

Memberikan fasilitas 

penyelesaian 

hubungan industrial 

Meningkatnya 

koordinasi dengan 

LKS bipartit dan 

tripartit 


